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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis penerapan hukum progresif 

dalam penanganan tindak pidana 

pencurian ringan akibat pemenuhan 

kebutuhan hidup. Metode penelitian 

yang digunakan adalah penelitian hukum 

normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan studi kasus pada putusan 

Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan hukum progresif memberikan 

ruang bagi hakim untuk menafsirkan 

hukum secara humanis dan kontekstual, 

terutama dalam kasus pencurian ringan 

yang dilatarbelakangi faktor ekonomi 

dan sosial. Kesimpulan penelitian ini 

menekankan pentingnya pendekatan 

keadilan restoratif untuk mencapai 

keadilan substantif bagi masyarakat 

kecil. 

Pendekatan hukum progresif menolak 

pandangan legalistik yang hanya 

berorientasi pada teks undang-undang 

tanpa mempertimbangkan nilai 

kemanusiaan. Dalam konteks tindak 

pidana pencurian ringan, hukum 

progresif berperan sebagai instrumen 

korektif terhadap ketimpangan struktural 

yang dialami oleh masyarakat miskin. 

Melalui pendekatan ini, hakim tidak 

hanya berfungsi sebagai corong undang-

undang, tetapi juga sebagai pelaku moral 

yang mempertimbangkan nilai keadilan 

sosial dan kemanfaatan hukum bagi 

semua pihak yang terlibat. 

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti 

perlunya reformulasi paradigma 

penegakan hukum di Indonesia agar 

tidak sekadar menegakkan kepastian 

hukum, tetapi juga memperjuangkan 

keadilan yang berpihak kepada rakyat 

kecil. Implementasi hukum progresif dan 

keadilan restoratif diharapkan dapat 

menjadi solusi atas praktik penegakan 

hukum yang diskriminatif, sehingga 

tercipta sistem hukum yang lebih 

responsif, humanis, dan berkeadilan 

sosial. 

Kata Kunci: Hukum Progresif, 

Pencurian Ringan, Keadilan Restoratif, 

Penegakan Hukum. 
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Pendahuluan 

Hukum berfungsi untuk 

menciptakan ketertiban dan keadilan 

dalam masyarakat. Namun dalam 

praktiknya, penerapan hukum di 

Indonesia sering kali bersifat kaku dan 

tidak memperhatikan konteks sosial 

pelaku. Salah satu fenomena yang 

menggambarkan hal tersebut adalah 

kasus-kasus pencurian ringan yang 

dilakukan oleh masyarakat miskin untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Penerapan hukum progresif muncul 

sebagai alternatif pendekatan yang 

menekankan aspek kemanusiaan dan 

keadilan substantif. 

Dalam konteks penegakan 

hukum, munculnya hukum progresif 

menjadi bentuk perlawanan terhadap 

pandangan positivistik yang 

mengutamakan kepastian hukum di atas 

keadilan sosial. Paradigma positivistik 

cenderung memandang hukum sebagai 

seperangkat aturan yang harus 

diterapkan secara mekanis tanpa 

mempertimbangkan kondisi sosial-

ekonomi pelaku. Akibatnya, banyak 

masyarakat kecil yang harus berhadapan 

dengan sistem peradilan hanya karena 

pelanggaran ringan yang dilakukan demi 

bertahan hidup. Hukum progresif 

menawarkan pendekatan yang lebih 

manusiawi dengan menempatkan nilai-

nilai kemanusiaan sebagai inti dari 

penegakan hukum. 

Penerapan hukum progresif 

dalam perkara pidana, khususnya 

pencurian ringan, menegaskan bahwa 

hukum tidak hanya mengatur perilaku 

manusia, tetapi juga harus mampu 

memanusiakan manusia. Pendekatan ini 

menuntut hakim dan aparat penegak 

hukum lainnya untuk berani keluar dari 

belenggu formalisme hukum dan 

menafsirkan hukum secara kontekstual. 

Hakim diharapkan tidak hanya menjadi 

“corong undang-undang”, tetapi juga 

menjadi agen perubahan sosial yang 

mampu menyeimbangkan antara 

kepastian hukum, keadilan, dan 

kemanfaatan. 

Lebih jauh lagi, penerapan hukum 

progresif dalam kasus pencurian ringan 

memperlihatkan bahwa hukum dapat 

berfungsi sebagai sarana keadilan sosial. 

Kasus-kasus seperti yang menimpa 

Nenek Minah menjadi refleksi nyata 

bahwa keadilan tidak dapat hanya diukur 

dari isi undang-undang, tetapi juga dari 

dampak sosial yang ditimbulkan oleh 

penerapan hukum itu sendiri. Oleh sebab 

itu, penguatan prinsip keadilan restoratif 

dan hukum progresif diharapkan mampu 

membangun sistem hukum yang tidak 

diskriminatif serta lebih berpihak pada 

rakyat kecil sebagai wujud nyata dari 

cita-cita negara hukum yang berkeadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

 

 

 
 



Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen 
Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT 

 
Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian, 

penerapan hukum progresif dalam tindak 

pidana pencurian ringan memperlihatkan 

adanya pergeseran paradigma dalam 

penegakan hukum dari yang semata-

mata legalistik menuju pendekatan yang 

lebih manusiawi. Hakim dalam beberapa 

putusan, termasuk Putusan Nomor 

247/Pid.B/2009/PN.PWT, menunjukkan 

keberanian dalam menafsirkan hukum 

demi keadilan substantif. Pendekatan ini 

sejalan dengan prinsip keadilan restoratif 

yang memulihkan hubungan antara 

pelaku, korban, dan masyarakat. 

Dengan demikian, hukum 

progresif menjadi instrumen penting 

dalam memastikan hukum tidak hanya 

menegakkan kepastian, tetapi juga 

membawa kemanfaatan dan keadilan 

sosial, terutama bagi masyarakat kecil 

yang sering kali menjadi korban 

ketimpangan sistem hukum. 

Penerapan hukum progresif 

menuntut adanya perubahan cara 

pandang aparat penegak hukum terhadap 

tujuan hukum itu sendiri. Hukum tidak 

semestinya dipahami sebagai alat 

kekuasaan untuk menghukum, tetapi 

sebagai sarana untuk memulihkan 

keseimbangan sosial yang terganggu. 

Dalam konteks pencurian ringan, 

pendekatan ini memandang pelaku 

bukan semata-mata sebagai penjahat, 

tetapi sebagai individu yang berada 

dalam tekanan sosial dan ekonomi. Oleh 

karena itu, solusi yang ditawarkan 

bukanlah pemenjaraan semata, 

melainkan penyelesaian yang adil dan 

bermartabat bagi semua pihak yang 

terlibat. 

Hakim progresif berperan 

penting dalam membangun sistem 

hukum yang berpihak pada nilai 

kemanusiaan. Dalam kasus pencurian 

ringan akibat pemenuhan kebutuhan 

hidup, hakim tidak hanya 

mempertimbangkan unsur-unsur hukum 

formil seperti alat bukti dan unsur pasal, 

tetapi juga menggali nilai-nilai sosial 

yang hidup di tengah masyarakat (living 

law). Pertimbangan kemanusiaan, 

kondisi ekonomi pelaku, serta dampak 

sosial dari putusan menjadi bagian 

integral dari proses peradilan yang 

berkeadilan substantif. 

Selain itu, keadilan restoratif 

yang menjadi bagian dari pendekatan 

hukum progresif memungkinkan adanya 

dialog antara pelaku, korban, dan 

masyarakat untuk mencapai 

penyelesaian yang memulihkan. Dalam 

model ini, penegakan hukum diarahkan 

untuk menciptakan harmoni sosial dan 

menghindari efek destruktif dari proses 

pemidanaan yang terlalu represif. 

Dengan demikian, tujuan akhir dari 

sistem hukum bukanlah menghukum 

sebanyak-banyaknya, tetapi 

menumbuhkan kesadaran hukum dan 

memperkuat nilai kemanusiaan di 

masyarakat. 
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Kasus Nenek Minah menjadi 

cerminan nyata kegagalan paradigma 

hukum yang kaku dan tidak kontekstual. 

Meskipun nilai barang yang dicuri 

sangat kecil, proses hukum yang 

dijalankan tetap berujung pada 

pemidanaan. Hal ini menunjukkan 

bahwa hukum yang hanya menegakkan 

pasal tanpa memperhatikan dimensi 

sosial dapat menghasilkan ketidakadilan 

substantif. Dalam kerangka hukum 

progresif, seharusnya hakim dapat 

menggunakan diskresi untuk 

mempertimbangkan aspek kemanusiaan 

dan kondisi sosial-ekonomi pelaku 

sebagai dasar pertimbangan putusan. 

Penerapan hukum progresif juga 

menuntut integrasi nilai-nilai moral 

dalam praktik hukum. Hukum tidak 

dapat dipisahkan dari nurani manusia, 

sebab esensi hukum adalah keadilan 

yang hidup dalam hati masyarakat. Oleh 

karena itu, penegak hukum harus berani 

melampaui teks undang-undang apabila 

penerapannya justru bertentangan 

dengan rasa keadilan. Prinsip inilah yang 

ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa 

“hukum ada untuk manusia, bukan 

manusia untuk hukum”. 

Lebih lanjut, pembaruan hukum melalui 

pendekatan progresif juga berperan 

penting dalam memperkuat kepercayaan 

publik terhadap sistem peradilan. Ketika 

masyarakat melihat bahwa hukum 

ditegakkan dengan memperhatikan nilai 

kemanusiaan dan keadilan sosial, maka 

legitimasi hukum akan meningkat. 

Sebaliknya, apabila hukum hanya 

menjadi alat formal tanpa kepekaan 

sosial, maka hukum akan kehilangan 

makna sebagai pelindung bagi seluruh 

warga negara, khususnya mereka yang 

lemah dan terpinggirkan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa penerapan hukum progresif 

dalam tindak pidana pencurian ringan 

bukan hanya menjadi wacana teoritis, 

tetapi kebutuhan nyata dalam 

mewujudkan sistem hukum yang 

berkeadilan sosial. Hukum progresif 

memberikan arah baru bagi penegak 

hukum untuk menjadikan hukum sebagai 

alat pembebasan, bukan penindasan. 

Dengan orientasi pada nilai 

kemanusiaan, keadilan, dan 

kemanfaatan, hukum progresif menjadi 

fondasi penting bagi transformasi sistem 

hukum nasional menuju hukum yang 

hidup dan berjiwa Indonesia. 

Penutup 

A. Kesimpulan 

Penerapan hukum progresif dalam 

penanganan tindak pidana pencurian 

ringan merupakan langkah maju menuju 

sistem hukum yang lebih adil dan 

berkeadilan sosial. Hukum progresif 

menempatkan manusia sebagai pusat 

dari hukum (law for human being), 

sehingga setiap penegakan hukum harus 

berorientasi pada nilai-nilai 

kemanusiaan, keadilan substantif, dan 

kemanfaatan bagi masyarakat. 

Pendekatan ini menolak paradigma 

hukum positivistik yang hanya 

menekankan kepastian hukum tanpa 

mempertimbangkan konteks sosial dan 

moral dari pelaku tindak pidana. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hukum progresif memberi ruang bagi 

hakim dan aparat penegak hukum untuk 

menafsirkan aturan secara fleksibel dan 

humanis, terutama dalam kasus 

pencurian ringan yang dilatarbelakangi 

oleh faktor ekonomi. Dengan demikian, 

hukum progresif berperan penting dalam 

mewujudkan keadilan sosial 

sebagaimana diamanatkan oleh 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. 

Lebih jauh, pendekatan ini mempertegas 

bahwa keadilan hukum tidak selalu 

identik dengan hukuman. Dalam konteks 

pencurian ringan, keadilan substantif 

lebih tercapai melalui penyelesaian yang 

memulihkan (restoratif) daripada 

menghukum secara represif. Hukum 

progresif menjadi sarana untuk menata 

kembali hubungan sosial yang 

terganggu, memulihkan martabat pelaku, 

serta menumbuhkan rasa keadilan bagi 

korban dan masyarakat. 

B. Saran 

Pertama, aparat penegak hukum — 

khususnya hakim, jaksa, dan polisi — 

diharapkan dapat lebih memahami dan 

menerapkan prinsip-prinsip hukum 

progresif dalam proses peradilan. 

Penegak hukum harus berani mengambil 

langkah inovatif dengan 

mempertimbangkan nilai kemanusiaan 

dan keadilan substantif dalam setiap 

putusan, tanpa takut keluar dari batas-

batas formalisme hukum selama 

tujuannya adalah keadilan bagi 

masyarakat. 

Kedua, diperlukan peningkatan kapasitas 

dan pendidikan hukum bagi aparat 

penegak hukum yang berorientasi pada 

pendekatan keadilan restoratif. Pelatihan 

dan penguatan etika profesi harus 

diarahkan untuk membangun kesadaran 

bahwa tugas penegak hukum bukan 

sekadar menghukum, tetapi juga 

memulihkan dan menyeimbangkan 

kepentingan sosial. 

Ketiga, pemerintah dan lembaga 

peradilan perlu memperkuat regulasi dan 

kebijakan yang mendukung penerapan 

keadilan restoratif dan hukum progresif, 

terutama dalam perkara ringan. Hal ini 

dapat dilakukan dengan memperluas 

ruang mediasi penal, memperkuat 

peraturan internal kepolisian dan 

kejaksaan, serta mendorong kerja sama 

antara aparat hukum, masyarakat, dan 

lembaga sosial. 

Keempat, masyarakat perlu 

diberdayakan agar memahami bahwa 

hukum bukan hanya alat represif, tetapi 

juga sarana keadilan dan perdamaian. 

Melalui edukasi hukum berbasis nilai 

kemanusiaan, diharapkan masyarakat 

tidak lagi memandang hukum sebagai 

sesuatu yang menakutkan, melainkan 

sebagai pelindung hak dan martabat 

setiap individu. 

Dengan demikian, penerapan hukum 

progresif bukan hanya menjadi tanggung 

jawab penegak hukum semata, tetapi 

menjadi gerakan bersama antara negara, 

aparat, dan masyarakat untuk 

mewujudkan sistem hukum nasional 

yang adil, humanis, dan berkeadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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